LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR ;: 15 TAHUN ; 2007 SERI : ENO. : 9

PERATURAN DAKRAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang @ boliwadalam ranghka melakwanakan ketentuan Pasa)

168 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentung
Pemerimahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Mengingat

- d

Iedfonesin Tahun 2004 Noinoer 125, Tambahan
Lembarin Neparu kepublik Indoness Nomor 4437)
sehdgnimana telah dinbah dengan Undang-Undang
Momor # Talwn 2005 tentang Penétapan Pe uturan
Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tuhun 2005 temtang Perubahan aras Undang-Undang
Namor 32 Tahun 2004 tentang Pemenniahan Dacrah
menjad Undang-1ndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomaor 4548),
perla membentuk Menturan Daerah Kabupaten Kendal
tentung  Kedudukan Kevangan Bupat dan Wakil
Bupati Kendal,

1. Undang-Liniang Nomor 13 Tahuy 1950 tentang
Pembentuban Deerahi-dacmh Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagai-
many telah diubah dengan Undang Undang
Nomios 9 Tahon 1965 tentang Pembentukan
Drerah Tingkat 11 Datang deogan Mengubal
Unidong -Undang Nomar 13 Tahun 1950 tentang
Prinbentukan Dacrah-daerah Kabupsien sialam
Lingkungon Propinal Jawa Teogah {Lembarmn
Negara Republik Indonessa Tahun 1965 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomot 2757);

2. Undang-Undong Nomoo 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian { Lembarun Megaen
"Republik Indonesia Tahnn 1974 Nomor 55,
Tambahn Lembaran Megara Republik Indonesia
Nairicor 3041 ) sebagaimana tefal dmbah dengan
Undanp-Undang Nomor 43 Talun 1999 tentang
Perubimhan atus Undang. Lindang Nomor 8 Tibuy
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14974 1entang Pokok-pokok Kepepawhiat
{ Lembaran Nepara Reguhlik Tndonesia Tahua
2000 Nomer 169, Tambahao Lembaran Negara
Republik Indoursia Nomor 1RG0,

Unidang Uridatig Moswr 17 T 2003 esiang
Heningan Neparo (Lembiiran Nega Hepublik
tnconesia Tahiun 2003 Numor 47, Tambalian
Lembaran Negars Repuhlik Indogesiv Nomo
4 280,

I tssedong Llindnng Momar | Taln 2004 tentang
Perbendaharann Negara (Lembman Negara
Republik Indenesia Tahun 2004 Nomaor 5.
Tumbalian Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomar 4355),

Alndang Dndang Moo 10 Talun 2004 tentung

Pembontukan Peraturan Perundang sndangan
{ Lembasm Negara Republik Indogesin Nomo
4%, Tambahan Lembaran Negain Republik
Indonesm Momor 4389);

Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang
Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talmn 2004 Nomor 125,
Tambuhin Lembaran Negara Republik
Inidonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
dinhish dengan Undang-Lindang Nomar 8 Tahun
2008 tentang Penetapan Peratuyin Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Talun 2005
tentang Perubalian atss Undang -Ulidang Nowor
32 Tahun 2004 entang Pemerintihan Dagrah
menjadi Undang: Undang (Lémbaran Negara
Republik Indonesia Taliun 2005 Nonier 108,
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Tambahan Lembaran Negarm Ropublik Indanesia
Nownor 45485,

Undliang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 1entany
Permbangan Kenangan aintara Permerintih Pusal
dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negarn
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomos 1246,
Tambuhun Lernbaran Negara Republik Indooesin
Noinor 4438,

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Talien 1950
teritang Penetupan multi bérlakunyn Undang-
Undang Nomaor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Dacruh Kabupaten di Jawa Timu
f Jwwa Temgah f Tvwa Barat dan Dacrih Titimewn
Yogyakarta,

Peraturan Pemernintah Nomor 16 Tahup 1976
tentyng Perloasan Kotamadya Daerah Tingk ot
Il Semarang (Lembaran Negara Repuhhik
Indonrsm Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negarn Repoblik Indiiesia Nomor
4075, '

Peraturan Peinerintah Nomor 9 Tabup 1980
tentang Hak Kevangan/Adminisirasi Kepala
DyasraliWaki) Kepala Daerah dan Bebas Kepala
Daerah/Bekas Wakil Kepala Dacrah sesta Janda/
Dudanya (Lernbaran Negar Republik Indonesin
Tahwn 1980 Nomor 16, Tambahon Lembaran
MNepura Republik Indonesia Nowmor 3160
sebapnimana felah divbah depngan Perativan
Pemerintah Nomor 5% Tahun 2000 teniang
Perubaloy blos Persiaran Pemerintal Nomor
9 Tahin 1980 tentang Hak Kevangan/
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Administras) Kepala DucraliWakil Kepaly
Dderab dun Dekus Kepala Daeraly/Bekas
Wakil Kepala Daerah serta fanda/Dudanya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 121),

Perataran Pemesintah Nomer 108 Talwn 2000
tentanp Kedudukan Keuangan Kepala Dacrals
dan Wakil Kepala Dlaerab (Lembaran Negara
Kepublik Tndonesi Talwn 2000 Nomor 211,
Tambahan Lembuiran Negara Republik Indonesia
Nomor 4029);

. Peraturan Pemtermial Nomor 35 Tahun 2005

tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negarm
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor lﬁ]f,
Tambuhan Lewnbaran Negia Repubhik Indoncesin
Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintali Nomor 56 Talidy 2005

tentang Sistem Informast Kenangan Dacrah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 138, Tambalian Lembaran MNegarn
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pomermtah Momor 58 Tebun 2005
tentang Pengelolaan Keouangan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negarm
Republeh Indonesin Nomor 4578);

Peraturan Pemerinal Nomor 79 Tuhun 2005
lentang Pedoman Pembinasn dan Pengawasan
Penyelenggarann  Pemerintaban Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4595);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahup 2007
tentang Pembagian Unssan Pemesintaban antara
Pemerintah, Pemeriniahan Daerah Provins,
dan Pemenintahan Dacrab Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaman Negara
Hepublik Indonesia Nomor 4717},

Keputusan Presiden Momor 168 Takun 2000
tentung Tunjangan Jabstan bagi Peiabiat Negara
Tertentn sehagaimuna telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 68 Taliun 2001 tentang
Perubahan ates Kepuusan Presiden Nomor 168
Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabamn boagi
Pojabar Negara Tertentu;

Peratwian  Presiden Republik Indonesia
Momor | Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarlonsan Peraturan
Perundang-undangsn,

Peraturan Daerah Kalupiten Kendal Momoy
11 Tatin 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolnay
Kenangan Dacyah Kabupaten Kendal {Lembaean
Duerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomuor
Il Sern E No.7)

Mencetaphan

T

Dingan Persetujuun Bersamy
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERATURAN

RABUPATEN KENDAL
dan
RUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN -

DAERAH TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI LDAN
WAKIL BUPATI KENDAL.

BAaml i
KETENTUAN UMM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daeral) i yang dimokso
dengan ;

i.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kendal

Kepala Digerah yang selanputiya tisebut Bupan
adalah Kepala Daeialy Kabupaten Kendal,

Waky| Kepala Dacrah yang selanjutnya disebul
Wakil Bupati sdalal Wakil Kepals Daerah
Kubupsten Kendal.

Biaya Pennnjang Operassonn] adalul, baaya tintuk
mendukung pelakpanann wgas Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Dacruh,

Pegawal Negen Siptl yang selanjutinya disinpkay
PNS adalsh setinp wirga negarn Republik
Indanesia vang telal memenuhi syaral yang
ditentukan. diangkul oleh pejabai YARE



-

berwenang: dun duserahi Tugas dalam swatu ahata
negeri, atay diserahi togas negara lainnya, din
digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Drasar Pensiun adalah gaji pokok.
BABII

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupari dan Wakil Bupan berkedudukan sehagai
pejnbat negara.

(1)

()

(3

Pasal 3

Pegawni negert yang disngkat menjadi Bupat:
dan Wekil Bupati dibebaskan dari jabatan
organiknya taupa kehilangan statusnya sebagai
pogawal neger.

Selams menjadi Bupat dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawal
negert yang bersanghutan dapat dinaikkan
pangkatnya sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan

Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari
pegiwal negeri sebagaimany dimaksud pada
uyal {1) yang berhenti déngan hormat dan
jalatannya dikembalikan kepada instansi aslinya/
induoknya.

{1y

(2)

{3

(4]

4

DAB IIT

KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bapian Fertama
Gaji dan Tunjangan
Pasal 4

Bupats dan Wakil Bupath diberikon gaji, yang
terdinl dari ghji pokok, tunjangsn jabatan
torjangan Keluarpa, dan tunjongan lainnya

L4

Desarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupai
ditetapkan sebagni berilnt

o Bupali sebesur Rp 2. 100.000,00 ( dua jula
seratus riby ruplah );

b Wakal Bupats sebesar Rp 180000000
( ynio juta delapan ravus obu ropmh ):

Tunjangan jnbatan sebaganmana dimaksud pada
ayal (1) dimtue sebagai berikug -

0. Bupati sebesar Bp 3.780.000,00 { tiga juts
jub ratus delupan pulub ribe rapral )

b, Wukil Buputi sebesar Kp 3.240.000,00
( nga juta dun ratus empat puluh nibuy
rupiah ¥,

Tunjangan keluargn sehagaimans dimaksod podi
ayal (1) terdins dan wojangan isterifsuami dan
tunjangan anak vang besarnya sesuni dengan
ketemuan perundong-undangan yang berlak
hagr PNS



(a)

(1

(2)

(1

(2)

(M
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Apabila Bupati stan Wakil Bupati dibedhentikan
spanentara dari jabmannya, tetap diberikan guj
pokok, wnyangan jabatan, wnjangan keluarga,
dan jaminan pemelibaraan kesehiatan melalui
Asurang Kesehatan (ASKES) sesum dongan
ketentuan pernturan perindang-undangan ying
berlaku

Pasal §

Bupatr den Wakil Bopati tidok dibenarkan
menerima penghasiion dan naw fastlins mogkap
dari pegarafdoaerah.

Bupati dan Wakil Bupati yung berstams Pegawii
Megerl dapar memilih panghasilan atay fasilitas
yang menguntungkan baginya.
Bagian Kedun
Biaya Saring dan Prasarana
Pasal 6

Bupati don Wakil Bupati disediakin masing-
masing sebush runah  pabatan beserts
pertengkapan dan biays pemelihnran.

Apabila Bupati dan Wakil Bupani bedient! dar
jubatannya, rumah jabatan dan barang-barang
perlengkapannya diserahkan kembali secara
lengkap dan dalam keadnan baik kepada
Pemerintah Draerab tanps suatu Kewaliban darl
Pemerintal Dagrah, paling lambat | (sato) bulan
sejnk yang bersangkutin dinyatakan berhenti
dari jabatannya.

Apabila Bupati ates Wakil Bopat diberhentikan
seinentina darl jabatannys, romab jabatm beserty

(4)

(1)

A%l

(%)

()

harang-burang perlenghapannyy diseralkan
kembali dalam keadaan baik kepads Pemerintah
Daceah paling lambat 3 (1iga) bulan szjak yang
bersangkutan dimyatukan bethenti sementars
darl jabatannyn

Peiyeralun rurmali jahatan hesdrts barang-liarang
petlenghapunnya sehagalmand dimaksud pada
ayht (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berits
Arnra.

Bagian Ketign
Sarana Mobilitas
Fasal 7

Hupatl don Wakil Bupati disedihan masing-
masing sebuah kendaraan yaitu kendaraan
perotangan dina

Apnbils Bupars atou Wakil Bupati bechenti tetap
darr jabatannya, kendaraan dinas diseralikan
kembali dalam keadaan batk kepoda Pemerintal;
Dacrah, paling lambar | (satu) bulan sejak yang
bersangkutan herhent) dard jobsannya.

Apabula Bupati st Wakil Bupati diberhentikan
sementara dar jabatannyi, kendaman dinas wagjib
disermhikan kembali dalam ketidaan baik kepada
Pemerintah Dacrah paling lambat 3 (tHga) bulan
sejak yang bersanghutin dinyatakan berhenti
sementarn dari jabatannya,

Pf-u}r:ruhnn kendaraan dinss sebapaimana
dimiksud pacta ayat (2} din wyar (1) ditwangkan
dalain Berita Acara.
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Dagion Kecmpul
Hinya Operasionnl
Pasal §

(1) Untuk pelaksannan tupns-tugas kepadn Bupati

dan Wikil Bupati disedinkan

a. Biaya mumah angga dipeigunakan itk
membiayai kegiatin rumah lngga Bupati
dan Wakil Bupat

b. Bisys pembelian inventaris nomab jabatan
dipergunakan untuk inebeli burnng- barang
myventans rumah jabatan Bupati dan Wakil
Bupati.

¢. Biaya pemeliharnan rumah jabatan dan
Barmng- harang inventarie diperpinalean untuk
pemelihavann rimah jabatan dan barang-
harang inventaris yang dipakai atnu
dipergunakan aleh Bupati dan Wakil Bupat,

d. Bisya pemeliharazn kendaraan dinns
dipergunakan untuk pemeliburaan kendaman
dinas yang dipaka atsn dipergunakan oleh
Bupati dan Wakil Bupari.

€. Bioya pemeliharaan kesehatan dipergunakian
untuk pengobatan, perawatan, rehabilitas,
tumangan cacat dan vang muke bagi Bupatt
chin Wak1l Bupati beserta anggota keliarga.

[ Uimya perjalnnan dinas dipergunakan untuk
membiayal perjalansn dinas dalam rangkn
pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupa:,

I3

¢ Biaya pakaan dinas diperpunakan uniuk
pengadaan pukaian divas Bopati dan Wakil
Bupauti berikut atributnya.

h. Bya penunjang operasiond diperpunakan
untuk  koordinasi, penanggulangan
kerawanan sosial masyurakat, penganiunin
dan kegistan khusus Isinnya puna
mwendukung prlaksanaan wgas Bupati don
Wakil Bupatr

(2} Kelettuan lebih lanjut mengenal perincian biaya
sebagaimana dimaksud poada ayat (1) huref o
sainpa dengan b distur dengan Peraturan Bupan

Paszal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Bupar: dan
Wakil Bupan, dictapkan berdasarkan klasifikasi
Pendapatan Asli Bacruh, yang diatur sebagal berikui

a.  sampar dengan Rp 5,000 000.000,00 { lima milyar
rupiah) paling rendah Rp 1 25.000.000,00 (serams
dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinge)
sebesa 3% (ngnpersen) dart Pendapatan Ash
Dracrah.

b. di atns Rp 5.000.000.000,00 (Hma milyar
rupiah) sampai dengan Ry 10,000,000.000,00
(sepulubh  milyar rupiah) paling rendali
Rp 150,000, 000,00 (seratus Hma pulub juta
rupiah ) dan paling ingel sehesar 2% (dua persen)
dari Pendapatan Asli Daerah,

c. drams Ep 10.000.000.000,00 (seguloh milyor
rupiah) sumpai dengan R p 20.000.000.000.00
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{dun pulph milyar vupah) paling rendah
Rp 20000000 0000,00 {dun rats juis upiah) dan
paling bnggl sebesar |5% (saiv koma lima
peesen | dan Pendapatan Axhi Dacral.

i alies Ry 20.000,0000000,00 ( dua pulal milyar
euprialt ) sanspad deugan Ry S0 000,000.000,00
(Hma puluh milyar rupinh) piling rendah
B 000, Q0. CHO0, 060 {Hh embins ks rupizib) din
paling tinggi sebesar ,8% (1ol koma delupan
perszn | dari Pendupatan Azh Daerah,

o ey R 5000, 00000000 (Finsg puluh milyar
ruplab j sampal Rpl 50000, 000.000,00 geratus
lima puloh milyw mpish ) paling rendah
RpA00.000.000.00 (eunipar ratus juta fupish) dan
paling tnggi sebesar 0.4%  ( nol koma empat
persen ) dani Pondoaputan Asli Dactah,

e wras W 150 0CK5000 000,00 (serntus Timy
pulubh  milyar mapiak) paling rendah
Rp 600.000,000,00 (eoam: ratus uia rapiah],
dan paling tinggi 0,1 5% (nol koma lima belas
persen) dari Pendapatan Azl Doaerah

Fasal 10

Pengeluaran yang berhubunpan dengan pelaksanaan
Pagal 6, Pasal 7, Pagal 8, dan Pasal 9 dibebankan
kepadi Anggaran Pendepaton dan Belanja Daerah

Pasal 11

(1) Bupath dun Wakil Bupati yang diberheniikan

sementara dari jaltannyu, tidak dapat
menggundkan bisya rumah tangga, biava

()

{1

()

(3)

15

pembelum inventans, brays pemelibiaraan rumab
jabatan, dun barang-barang inventaris, dan biaya
pemelibacany kendarann dinas terhitung sejak
tanggal diserahkannys rumah dan kendarmin
dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal
{3) dan Pasal T ayat (3).

Bupati dan Wakil Bupati yang diberhentikan
sementara dari jabatonnya, tidak dapat
menggunukan biaya perjalsnan dinas, biays
penunjang operasional dan biaya pemelihaman
keselutan selain melalui ASKES.

FPasal 12

Wakil Bupati yang inelaksanakan tugas dan
kewajiban Bupati, tetap dibayarkan gaji pokok,
tnjangan jabatan, tunjangan lainaya, sarena
than prasaring, settn bisyn penunjang operasionil

selaku Wikil Bupati sesuni denpgan ketentoan

perundang-inmdangan yang berlaku

Wakil Bugati ynng melaksanakon tugas dan
kewajiban Bupati, dapat menggunakan binya
penunjang operasionn! Bupati dalam rangka
melikukan keordinasi, penanggulangan
kernwanan sosial masyamkal, pengamanan,
dan  hegiman  khosus lainnya dengan
mempertimbangkan  asas  penghematan,
kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan
ketentuan perundang inmdangan vang berlaku.

Bupati yany melaksanakan tugas dan kewajiban
Wakil Bupati, dapat menggunakan binya
penunjang operasional Wukil Bupan dalam
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mielaksanakan tugas dan kewagiban Wakil Bupan
seshal dengan Ketentuan perundang-andangan
yang berlaku.

RABR IV

HAK KEUANGAN/PENSIUN
BUPATI DDAN WAKIL BUPATI

Pasul 13

Bupith dan Wakil Bupati vang berhenti dengan bormat
dan jabatannya berhak memperaleh pensiun,

Pasal 14

(1) Besamyipensiun pokok slalah 1% [saiu persen)

untok g | (eatu) Dulan masas jabatan, dengan
ketentnan sedikin-dikitnyn 6% (cunm persen)
dan sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh
perten) dan dasar peasion.

Bopat dan Wakil Bupati yang diberbentikun
dengan hprmat dag jabatannya oleh Tim Penguji
Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi
dalam semua jabatan negeri karena keadann
Jasmani sy rokhani yang disebabkan dalum
dan kmienn dinas bethak menerima pensiun
sehesar 60% { enam pulih persen ) darr dasar
pansiin

Pasul IS

Pension diberikan mulal bulan berihutnyn ‘bekas
Bupati dan Wakil Bupai yang bersangkotan bechent
dengan hormal dari jabatannya.

)

{2)

(3)

(4)

(3)

(&)

(1)

- ¥

Pasal 16

Apabila penening pensiun sebagai bekas Bupat
dun Wakil Bupati meninggal dunia, kepada
isterinyn vang sah atay sunminyas yang sah
diberikan pensiun jandafduds yanp besarmya
adalah’ 1/2 {satu per dun) dan pensiun yang
diterima terakhir oleh alisarhum suaminya atan
ulmarliumah istennya.

Pensiun jandafduda diberikan pula, apahila
Bupati dan Wakil Bupati menmggal dunia dalam
masa jabaiannya.

Apabita Bupati dan Wakil Bupaty tewas, makn
besamya pensiun janda/duda adalah 50% ( lima
pululi persen ) dari dasan pensiun.

Dalum hal terdapat lebih dar séorang isteri yang
sah, moka ying mendapat pensiun janda adalal
isleri pertama

Yang dimaksud isteri pertama adalah isen yang
paling lama dinikahinya unpa terputus. oleh
perceraian

Pensiun jassdalduda diberikun denpan Keputusan

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negam
atus permintaan pnda/duda yang bersanghkutan,

Pasal 17

Apabila BupatifWakil Bupati atau pencrima
pensitin BupalyWakil Bupati meninggal dunia,
seidangkan i tilak mempunym isteri/sunmi yang
berhak menerima pensiun janda / duda atao
apabila jands /duds yang bersanghutan kawin



(Z)

(3)

(4)
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litgel atau meninggal dunia, makp kepid nnakiya
diberikan pension anak yang besarnya sama
deogan pessiun janda / dude.

TYang berhok menerimn  pension  bnik
stbagammona dimaksod pada ayat (1) sdulah
annk kandung yang :

A belun mencapar usia 25 (dua pulub lima)
tahun ,

b. Belum mempunyat pekerjann yang fetap |
L

¢ belum pernah kawin,

Pembayaran pensiun annk sebagaimarna

dimaksod pada aynr (1) dilakokan mulai .

o bulan kelima setelah Bupati / Wakil Bupan
mepinggal dunia;

b bulan berikutnyn junda { doda Bupati / Wikl
Bupati / bekas Bupati/ bekns Wakil Bupati
Yaip bersangkulan mininggal dunia atay
kawin lagi.

Pembayaran pensiun anak scba B0 M &

dimaksud pada ayat (1) diheatikan mulni bulan

berikutnya ansk yang bersangkutan :

A mieninggal dunin |

b telah mencapai usie 25 (dua pulul fimas)
takiin |

¢ telah mempunyal peketjaan yang tetap
alau

il telab kawim,

=19

{(3) Penmiun anak diberikan dengan Keputusin
Kepalu Badan Administrasi Kepegawaian
Megara,

BAR YV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Paszal I8

Anggaran pembnayasn pensiun bogi Bupati,
Wak:il Hupari, atau jandafdoda/anaknya, tata cara
pembayarun pensiun, penghentian/ penghapussn
pensiun, dun hal-hal fain yang berkaitan denpan
pelnksanazn pensiun Bupati, Wakil Bupati, janda/
dudafanakmyn, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang -undangan vang berlaku,

BALR VI
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatir dalam Porsturan Dacrak
ini, sepanjang tengenal teknls pelaksanaannya, akan
diatur dengin Peraturan/Keputusan Bupari.

Pasal 20

Peraturan Dacril inl mule berlaku pada langgal
divndangkan.

Agar setap orang mengelahumya, meneiintahkan
pengundangan Peraturan Diaerab jni dengan
penempatannya dalim Lembaran Daerah Kobupaten
Kendal,
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[yitetaphan di Keudal
Pada tanggsl 7 Desember 2007

BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI

Cap yid

ST NURMARKES]

Diundangkan di Kendal _
Pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAR
KABUPATEN KENDAL,

Cap .

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
MOMOR : 15 SERT: ENO, =%

e b R

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATT DAN WAKIL BUPATI KENDAL

UMUM

Dalam rangha penyelenggaraan otonemi yang luas, nyatu,
ddnn bertinggeung jawab, Bupati dan Wik || Bupati mempanyad peranan
yang sanpat stiategis i bidapg penyelenggaraan pemerintahan,
perbangunan dan pelayanan masyarakut dan benanggung fawab
sepenbhnys eptang jalannya pemerintahan daerah

(Meh karena o dalwin melaksmkian tugis dan fungainya
sebagai pejabat negars pertu diberikun hok keunngan dalam bentuk
gagi don tenjangan yoang dibiayal melalol Anggaran Pendapatan
don Belanju Negara, Namun dalam melaksanoho kedidubannya
sehagnl Bupati dan Wikil Bupatl perln didukung dengan biaya
uniuk meaunjong kegistan operasionsl Bupati dalam rangka
koordinga, pEnmnggulangan kerawanan sosial, perlindungan
mausyarakal don peryatuan bangsa vang dibiayai mefalui Anggaran
Pendapaan dan Belanja Daerah

Sestim dengan Kondisi dan keadaan jumish pendudik,
pergratin, haws wilayah dan potens chonoms daerab yang velatl
berbeda antarn doerih yang saty denpan daerah lainmyn, maku
prengatuian bnaya operasional dizesuahan dengan kombiss kewanjgan
duerah, khusumnya berdisarkan Pendapatan Asli Dagral dengan
tetup momperhatikan prnsip efisiens), efeknfitas, kehemuatan dan
dapat dipentang gungjawatikan.
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Berdasarkan pertitnbangin teriebut di atay sena dalam
cungha melakvanikan ketenivan Pasal 168 Undang-Undoang Nomaor
32 Tahun 2004 entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negana
Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megarn Republil Indonesia Nomor 4437 ) sebagamana teloh dinhab
dengan Tindang Tndang Nomor 8 Tohun 2005 weniang Penctapan
Peraturan Pemeniniah Penppmnt Undang: Unpdang Nomor 7 Tahuu
2005 tentang Perubalinn stas Uindong: Undang Nomor 32 Tehun
2004 tentung Pemerintahny Daerah menjadt Undang-1lndang
(Lembaran Negma Repoblik Indonesia Tahun 2003 Nomor T(8,
Tawibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454%),
perly membentuk Persturan Daerah Kabopasien Kendal weniang
Kedudokan Keusngan Bupati dan Wokil Bupan Kendal,

PASAL DEMI PASAL

Pasal | Cukup jelus
Pasal 2
Pazal 3

Cukup jelas
Ayut (1) Yeng dimaksud dengan
dibebaskan dalam ayat ini
adalah bahwa Pegawa negen
yang bersangkutan lidak lag
mengrini tunjangan jabatan
dan fasilitas lainnys sejak
yang bersangkutan dilantik
menjadi Bupati dan Wakil
Bupati

Sejak dilantik menjadi Bupat
dan Wikil Bupati, pejabul
yanp berasal dari Pegawai
Negeri ini  tidak lagi
menget jakan lugas-togas puda
imating asalnya.

Ayal (2)

Pasnl 4
Pasal 3

Pasal 6
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Ayat (3
Cukup jelus
Ayat (1)

Ayar ()
Ayat (1)

Ayat (2)

- Cukup Jelas.

Seorang Pepawai Negeri
apabily diangkat menjadi
Bupati atay Wakil Bupan,
hanya menerima penglussilan
dan menggunakan Fasilitas

sebapal pejabat negara.

» Cukup jelas;

Yang dimaksud dengan biaya
pemeliharuan romah jabatan
fermasnk biayn pemalkcaian air,
listrik, telepon, dan gas sesoai
dengan  ketentuan  yang
berlaku dan kemampuun
touangan daerah,

Yang dimaksud dengan tanpa
suatu kewajiban Pemerintah
Daerab  wdalah  bahwa
pemerintah daerah tidak
menangeung segala ikatan
yang dilakukan oleh yang
bersanghkutan dengan pihak
luin sehingpea menjodi beban
anpgaran pemarintah dasrah

Serah  tevimh  dinaksud
selambat lambuatnya
dilaksanakan | (st} bulag
sepek yang bersangkutan
berhenti dan jabatannya.




Pawal 7

Pasal B

Ayl (3)
Ayar (4]
Ayal (1]

Ayar (2)
Ayat [3)
Ayat (4)
Hurul =

Hurufl

=

Huoruf
Huruf
Hurufl
Harul

2] = B

=

Huruf g

Cukup Joluy
Cukup lelas

Dalamn pengaduan kendaraan
dinas harus
mempertimbangkan prinsip
penghematan, sederhana dan
bersahajn yong disesunikun
dengan hemampunn keunngan
dagrali,

Cukup jelas.
Culcup Jelus
Cukup Jeluy

Yang dimaksud dengan hiays
ruimath tangea adalah bantuan
biaya unluk menunjing
kebutiuhan minimal ter

selengghranya rumah tangga
Bupati dan Wakal Bupati,

sebhatny kemamjpuun kevangnn
dacrih.

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jeins
Cukup Jelas

Yang dimaksud denghn
pakiian dinps yait Pakian
Sipil Hunan, Pakaisn Sipil

Pasal 9

Paml
Pasal
Pasal
Pagal
Pasal
Pasal

13
4
1%
16

Hurul h

Resmi, Pakodan Sipnl Lenghap
dan Pakainn Dinas Upacira,

Yaug dimaksud dengan
kegiathn khusus seperli
kegiaton kenegaraan, promosi
dan protokoler loinnya.

Yang dimaksud dengan Pendapatan Ashi Dacrah
adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak
Dierah, Retribust Doeral, perusahaan milik daerah
dun pengelalaan keknyumn ducrah yang dipisahlan
serta lain lain pendapatan asle daciah yang suh.

: Cukop jolas

: Cukup jelas
Cukup jelas

: Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayal (3)

Cuknp Jelus
Cukiip Jelas

Yang dimaksud “Tewas"
adalul meninggal dunia -

I, dalam  dan  karetd
menjalankan tugus
kewajiban jabatan;

7 |angsung atay  Ddak

Jongsung dinkibatkan
korena perbuatan leror



yung dilakukan oleh

penentang pemarintah.
Ayat (4 . Cokup Jelas
Ayal (5) . Cukup Jelas
Ayar(6) : Cukup Jolas
Pasal 17 1| Cukupjelas
Masal 18 Cukupjelas

Pasal 19 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13

ooloo




